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bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada
Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

AGUS SISWANTO, S.Sos
Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

. Nama
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Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
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sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Grobogan,
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/80 Tahun 2019
tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten



Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD
Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara APBD vang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, prioritas belanja daerah, plafon anggaran
sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun
Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
Anggaran 2022.

Purwodadi, 10 Agustus 2022
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PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD
APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

Anggaran 2022 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30

tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2022. APBD tahun 2022 tersebut memerlukan perubahan karena

terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan

APBD dapat dilakukan apabila: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3)

Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran

berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.
Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-
asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun

Anggaran 2022 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2022

sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2022 dalam

rangka:

a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi
keuangan daerah.

b. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan
memperhitungkan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap unsur-unsur
pendapatan daerah, dan alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Operasional Sekolah Reguler,
dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)
tahun anggaran 2019;

c. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
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serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah;

d. Penyesuaian penganggaran terkait dengan pencegahan dan penanganan
Covid-19;

e. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat

penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dilakukan guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan
kebijakan umum APBD yang berimbas pada perubahan stuktur APBD
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022, serta untuk menampung
tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten

Grobogan Tahun Anggaran 2022.

. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:
Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing-
masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak
langsung tahun anggaran 2022.
Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

tahun anggaran 2022.

. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten

Grobogan Tahun Anggaran 2022 mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 199);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 17);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 018 Nomor 165)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
Instruksi Presiden Nomor S Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya,;

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di
lingkungan pemerintah daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007
Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011
Nomor 1 Seri B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2016 Nomor 14).



52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2014 Nomor 10), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 Nomor 12).

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Grobogan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021
Nomor 9);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021 Nomor 30).



RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

BAB II

TAHUN ANGGARAN 2022

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah

dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, maka target

pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan

dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing

sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
SETH AHPER BAHAN BERTAMBAH
ND JENS PENDAPATANDAERAH | SEBEHIMPER BAHAN
i R)|  ERRNDR)
41 PENDAPATANASL] DARRAH 349.216.210.000 366.624.946.652 17.408736.652
4101 Pendapatan Pajak Daerah 116.010.000.000 123.830.000.000 7.820.000.000
41.02 Hasil Retribusi Daerah 12.977.402.000 11.97.478.378 (1.005.923.622)
43| oSt Pengedlaan Kekayaan Dherah 23012221000 27.731.881.000 4T19.660000
yang Opisahkan
4gs|  ‘ainiain Pendapatan Al Dherah 197.216,587.000 203,091.587.274 5,875.000274
yang Seh
42 PENDAPATANTRANSFER 2162635.650.000 2171.703.678000 9.068.028.000
4oq|  FendapatanTransfer Fen E'Rmt"‘tah 1957.974.756,000 1943.646.831.000 (14327.925.000)
4202 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 204.660.894.000 228.056.847.000 23.395.953.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
43 VANGSAH 8500.000.000 7.446.000.000 (1.054.000.000)
4301 Pendapatan Hbah 8500.000.000 7.446.000.000 (1.054.000.000)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
4303 Ketentuan Peraturan Perundang- 0 0 -
Lhdangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.520.351.860.000 2545.T14.624.652 25113.222702

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Pendapatan

APBD pada Perubahan

menjadi

Rp. 2.545.774.624.652,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp. 25.113.222.702,00 atau naik 1% dari Pendapatan pada
Penetapan APBD Tahun 2022 yaitu Rp. 2.520.351.860.000,00.
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BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2022, untuk

prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan

Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Tabel 3.2

per Perangkat Daerah

PLAFONANGGARAN (Rp)

Na Perangkat Dherah SEERIMPERUBAHIN | SETELAHPERUBAHAN HEERIWI o

1 2 3 4 5

1 | DnasPendidikan 849.997138.380 848336574178 (1.660564.202)
2 | DinasKesehatan 425646104750 567820684944 162374580194
3 | DnasPekerjaan Urumdan Penataan Ruang 283054513000 312000762500 28946249500
4 gﬁﬁ;‘;ﬁha” Fekyat dan Kanesan £5.394,£98,000 £6191.992.000 797.494,000
5 | SatuanPolisi Pamong Praja 13.845.936.500 13.719.246.500 (146.690,000)
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9523214000 14505488628 4982274628
7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Plitik 8676.33.000 9.280246.250 603910250
8 | DinasSosial 5.435.456000 7.913.402.800 2478146800
9 | DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi 10.555.847.300 10.845,559.700 289.712.400
10 gd"?:dmyfd';m“;gmm 19.491.321.000 20,005.277.800 513.956.800
M | DinasKetahanan Pangan Deersh 12741.277.000 12951.187.000 209.910.000
12 | DinasLingkungan Heup 21.811.093.000 24677108000 2855015000
13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.763:353.000 12359918400 596.560.400
14 | DinasPerrberdayaan Masyarakat dan Desa 17.379.550.000 18.427.875,000 1.048325.000
15 | DinasPerhubungan 26397778000 29N.717.721 3573939721
16 | DinasKomunikasi dan Inforetika 8399.884250 9.304585,000 904700.750
17 | DinasKoperasi, Ussha Kecil dan Menengah 5.691108.000 5913706000 222598000
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Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan

18| ks St it 10.33.749.000 12441564000 2104817.000
19 gﬁ;g‘m Olahraga, Kebudayaan dan 31.058919.500 28915.707.212 (2143.212289)
20 | DnasKearsipan dan Perpustakaan Daerch 6012908000 6.219.418,000 206510000
21 | DinasPertanian 5479487500 53302914200 (1.491.953.300)

Dinas Peternakan dan Perikanan 25115584000 28123.633.000 3.008.049.000

COinas Perindustrian dan Perdagangan 16.711.257.000 16.951.393163 240136163
2 | Sekretariat Dserah 60.617.800.000 71335743500 10.717.943500
25 | Sekretariat CPRD 75854492000 79173646100 3309154100
2 | Badan Perencanaan Perrbangunan Daerah 11.898249.000 12325463750 21214750
27 d?:zama“ Pengelolaan Kewangan B5ENL0L0 | 493286599 (2534805.827)
2 m&m‘“ﬁim Pendidikan dan 10037913000 10.401.814000 363901000
29 | Inspektorat 10323734000 11.408528.000 1084794000
30 | Kecamstan Kedungjati 2985,619.000 2832 594,000 (153.025,000)
31 | Kecamatan Karangrayung 2634463000 2121.790.000 (512673.000)
32 | Kecamstan Penawangan 2710.500.000 2723578000 13.078.000
33 | KecametanTorch 3132533.000 3056922000 (75.611.000)
34 | Kecamstan Geyer 2831.850.000 2578473000 (253.387.000)
35 | Kecametan Pulokulon 2283187.000 1.794,611.000 (483576,000)
3 | Kecarratan Kradenan 2583582000 2338484000 (245.098.000)
37 | Kecarratan Gabus 2473313000 1993:349.000 (479.964,000)
38 | KecametanNyaringan 2840.739.000 2626525000 (214214000)
39 | Kecarstan Wrosari 5.607.140.000 5.476517.28] (130622719)
40 | Kecaratan Tawangharjo 2.770.040.000 2512.862.000 (257.178.000)
4 | Kecamatan Grobogan 4,029.617.000 384,089,864 (165.527.136)

Kecametan Purwodadi 14140.958.000 15.683.457.000 1542.499.000

Kecametan Brati 2375517.000 2667.989.900 292472900

Kecamatan Karrbu 2333042000 2029.433,000 (303.609.000)
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Kecamatan Godong 3151.352000 2988528000 (162.824.000)

Kecamatan Gubug 2985.865.000 2720.624.000 (265.241.000)

4] | Kecamratan Tegowanu 3.436.805.000 3.395.748.000 (41.057.000)

48 | Kecamatan Tanggungharjo 2577.437.000 2139.020.000 (438.417.000)

JUIM_AHBEE ANJA DAERAH 2.652101.860.000 2.853.656.553.384 201.554.693.384
Rincian pada masing-masing Urusan Pemerintahan, Program,
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Kegiatan dan Subkegiatan beserta pagu anggarannya lebih dijelaskan pada
lampiran Matrik Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan PPAS Kabupaten

Grobogan Tahun 2022 yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.




BAB IV
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan kebijakan perubahan

pembiayaan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2022, maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarannya

masing-masing sebagai berikut:

TABEL 4.1
TARGET PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
EERTAVBAH
ND LRAAN S LMPER BAHAN SETH AHPERUBAHAN
® ® | eeor
6.1 Penerimaan Penrbiayaan
Sisa Lebih Perhitungan
6101 | AnggaranTahun 60.000.000.000 236131928732 176131928732
Sebelunmya (SIPA)
4104 | Penerimean Anjamen 115.000.000.000 115.000.000.000 0
Daerah
JUMAHPENERMAAN
VYA 175.000.000.000 351131928732 176131928732
6.2 Pengeluaran Perrbiayaan
620 | Pembentukan Dana 25.000.000.000 25.000.000.000 0
Cadangan
6202 | Penyertaan Modal 18250.000.000 18250.000.000 0
Daerah
JUMAHPENGELLARAN
VYA £3.250.000.000 £3.250,000.000 0
PEMBAYAANNETTO 131.750.000.000 307.881.928732 0
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BAB V
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan

APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.
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